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PERATURAN DESA KARANGAWEN

KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

Menimbang :

Mengingat -

o]

TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGAWEN,

. Babwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak No

72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Hencana Kerja
Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RFPJM Desa
ditetapkan dalam waktu paling lama 3 {tipa} bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa;

. Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21

Tahun 2020 tentang Pedoman Pembarngunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan
perencanaan  pembangunan  desa difokuskan pada  upaya
pencapaian SDGs Desa;

bahwa uniuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin
dicapai dipedukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Cesa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana program
danfatau  kegiatan  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat yang difckuskan pada upaya pencapaian
SDGs Desa;

. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hunat a, hurut B, dan hurut ¢ pedu membentuk Peraturan Desa
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2023-2029.

uUndang-Undang MNomor 13 Tahun 1950 lenlang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor & Tabun 2014 tentang Desa {Lembaran
Megara Republik indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Megara
Republik Ingonesia Nomor S485);

Undang-Undang Nomor 23 Tatun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namoer 5657)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tertang Ferubahan Kedua atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambkahan Lembaran Negara Republik indonesja Nomor 5678}
Feraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berdakunya Ungang-Ungang Nomor 13 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Pemerntah Momor 43 Tahun 2014 {entang Peraluran



10.

11.
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

Pelaksanaan Undang-tindang Nomor € Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539
sebagaimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 11 Tahun 2049 tentang Perubshan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nemor & Tatun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor B321);
Peraturan Pemerinrtah Nomeor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
i{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun2(14 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indeonesia MNomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Momor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemernntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara
{Lembar WNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5884);
Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 111 Tatun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peratuwran Di Desa (Berita MNegara Repubiik
Indanesia Tahun 2014 Nomaor 20681);

Feraiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 fentang
Femilihan Kepaia Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menter Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Cesa {Berita Negara Republik Indanesia
Tahun 2014 Nomor 2084);

Peraturan Menterr Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa {Berita Negara
Republik Indonesia Tzhun 2015 Nomor 2039) sebagaimana tetah
diubah dengan Peraturan Menter Calam Nagern Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri
Nomer 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ;

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Normor &)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1097);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1089);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 6117;

Peraturan Menteri Datam Neger Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menten Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2022 lentangPrioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023



19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Mo, 11 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mensngah Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2021-2026;

20 Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tertang Pedoman
penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
dan
KEPALA DESA KARANGAWEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa} TAHUN 2023-202%

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1.
2

10.

Dasa adalah Dasa Karangawen

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputl kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Cesa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usui dan adat istiadat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyeienggaraan urusan pemenntahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Femerintah Desa adaiah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagail unsur
penyelenggara Pemenntahan Desa,

Badan Pemmusyawaratan Desa, selanjuinya disebut BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemenntahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemenntah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Dess, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan priontas, program,
kagiatart, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan can Belanja Desa, swadaya masvarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarmya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemenntah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara pardisipatif guna
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24,

pernanfaatan dan pengalokasian sumber cdaya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistern pengelolaan pembangunan di
desa dan kawasan perdesaan yang dikcordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahtersan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, penlaku, kemampuan, kesadaran, seria memanfaatkan surnber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan priontas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan cbyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai
informast terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Desa,

Data Oesa adalah gambaran menyesluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan scsial, kearnfan lokal, ilmu pengetahuan dan teknotogi, sera
permasalahan yang dihadapi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka wakiu
6 {(enam) tahun.

Rencana Kerna Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKFDesa, adatah
penjabaran dari RPJWMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian
dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerntah Daerah Kabupaten meialui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
peroiehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang
ditenma Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alckasi Khusus.

Kawasan Perdesaan ada'ah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintaban,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekanomi.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di
Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber
daya fainnya, serta dengan mempertiimbangkan, antara lain : keadilan gender,
perdindungan  terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup,
pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan
perdamaian, serta kearifan lokal.



25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi
data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,
kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan
permasalahan yang dihadapi di desa,

26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan
cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan
berdasarkan keadaan obyektif Desa.

27 Misi Kepala Desa adalah pemyataan tentang sesuatu vang harus
dilaksanakan cieh Kepaia Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan
baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara
efektif dan efisien.

BAB i
TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN RPJM DESA 2023-2029

Fasal 2

{1} Rancangan RPJM DCesa disusun oleh Pemerintahan Desa;

(2) Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemeritaban Desa harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di
masyarakat yang diwadahi oieh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

{3) Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan cleh
Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu. Lembaga Kemasyarakatan,
PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;

{4) Setelah menyusun rancangan RFJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan
rancangan RPJM Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa
penyusunan RPJM Desa untuk menbahas dan menyepakati rancangan RPJM
Dasa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;

(5) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan cleh BPD yang
dihadin oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;

(6) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan
Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk
mengundangkan dalam Lembaran Desa.

BAB Nt
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM Desa

Pasal 3

(1) Yang dimaksud pasal 2 ayat 6, Setelah dilakukan Musyawarah Desa
Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal
2 maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM
Desa serta mamerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam
Lembaran Desa;

{2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa
Penyusunan RPJM Desa berdazarkan musyawarah dan mufakat.



VISl

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Terwujudnya Masyarakat Desa Karangawen Yang Berakhlakul Karimah, Aman,

Sehat,

Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Mahir Dalam ITE dan Digitalisasi Untuk

Menuiu Desa Karangawen Yang Lebih Maju dan Bermartabat “Bersama Kita Bisa™

MIS|

3

Fazal 5

. Mewujudkan dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola Femenntahan

Yang Baik, Dengan Melaksanakan Pelayanan Prima, Jujur, Terbuka, dan
Akluntabel;

Meningkatkan Kehidupan Yang Hammoenis, Toleran Sating Menghormati
Dalam Kehidupan Beragama, Beradab, Seni dan Budaya Sehingga Akan
Tercipta Individu-Individu Yang Berakhlaku! Karimah dan Peradapan Yang
Luhur;

Meningkatkan dan Mengembangkan Dunia Dunia Pendidikan Baik Metalui
dari Anak Didik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Sarana dan
Prasarana;

Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan serta Melalui Pelayanan Kesehatan
Bagi Anak-Anak Balitya, Bumil, Lansia, Pos Remaja, dan Program Stunting
Sejak Dini Memasuki Pemikahan Bagi Remaja Putri Khususnya;

Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Dilingkungan Desa Karangawen,;
Bidang Pemuda dan Otfahraga Yang Telah Tersedia Sarana-Prasaranan
Lapangan Olahraga Guna Meningkatkan Prestasi, Memasyarakatkan
Qlahraga dan Mengolahragakan Masyarakat Agar Tetap Sehat Jasmani dan
Rekhani, Direncanakan Pembangunan Gedung Serba Guna,

Mengoptimalkan Fendapatan Masyarakat Desa Melalui Bidang Fertanian,
Usaha Madiri, dengan Mengintesifkan Pelathan dan Pembinaan Bagi
Pengurus Keicmpok Tani dan Dama Tita Serta Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sebagai Penunjang Kelancaran Kebutuharn Air;

Meningkatkan Kesejahtersan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan
Usaha Milikk Desa (Bumdes} dan BUMDESMA Sebagai Pendapatan Asli
Desa { PADes) dan Mengurangi Angka Pengangguran,

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Fisik Sebagai Fungsi Ekonomi dan
Transportasi Sehingga Akan Lebih Efisien Biaya.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN
Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan Desa -

1.
2.

3.
4,

Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BFD.
Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuban dasar
masyarakat desa.

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

Meningkatkan parisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar
desa menjadi maju dan mandiri;

Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestar;



6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada
pemerintahan yang baik, bersih dan barwibawa.

BAEB Vi
RENCANA PROGRAM! KEGIATAN

Pasal 7
Penyelenggaraan Paemerintahan Desa

Belanja Kepala desa dan perangkat desa;

Intensif RT dan RW;

Operasiona! Lembaga kemasyarakatan Desa;

Tunjangan cperasional 8PD;

Program operasional Pemerintahan Desa;

Program Petayanan Dasar;

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa.

NGthh N2

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program pelayanan dasar infrastruktur;

Pragram kabutuhan primer pangan;

Program pelayanan dasar pendidikan;

Program pelayanan kesshatan;

Program kebutuhan primer Sandang;

Program ekonomi produktf;

Pembangunan kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa
berstandar nasichal;

8. Membangun gedung serbaguna.

L ol

Pembinaan Kemasyarakatan
1. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
2. Peiatinan dan pembinaan finmas;
3. Pembinaan karangtaruna,
4. Kegiatan dialeg ulama dan umara.
Pemberdayaan Masyarakat
1. Peningkatan kapasitas kelompok tani;
2. Pengembangan kelompok petermak sapi dan kambing;
3. Meningkatkan umkm lewat BUMDes.
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

1. Penanganan tanggul sungai;
2. Siaga pencegahan bencana perlintasan kereta api.

Pasal 8
Sistematika RPJMDesa terdiri atas sebagai berikut :

KATA PENGANTAR
DAFTAR 15l
BAE | PENDAHULUAN;
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
BAE Il PROFIL DESA;
2.1 Kondisi Desa



Sejarah Desa
Cemografis
Geografis
Keadaan Sosial
Keadaan Ekonomi

el LIS B
—L-l-—h-b-_--l-
h b Lo b =

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Dasa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
2.2 3 Struktur Organisasi BPD
2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
2.2.6 Susunan Pengurus RT dan RW
BAB Il MASALAH DAN POTENSI;
3.1 Masalah
3.2 Potensi
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KARANGAWEN
4.1 Visi dan Misi
41.1 Visi
41.2 Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
421 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Program Prioritas Pembangunan Desa
4.2.3 Strategi Pencapaian
BAB V PENUTUP.
LAMPIRAN

Fasal 9

Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana
tercantum dalam | ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan
Desa ini.

BAB VI
PERUBAHAN RPJM Desa

FPasal 10

(1} Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal;
a. terjadi peristwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
{2) Perubahan RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan
disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Paraturan Desa.



BAB Vil
PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan Di Karangawen
anggal EE Januari 2024

Diundangkan di Desa Karangawen
pada tanggal 26 Januar 2024

SEKRET.

i

Zl
L AN DESA KARANGAWEN KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 02




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KARANGAWEN
TAHUN 2023-2029

PEMERINTAH DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024



DAFTAR IS

KATA PENGANTAR
DAFTAR 1SI
BAB i PENDAHULUAN,;

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

BAB II PROFIL DESA,

2.1 Kondisi Desa
211 Demografis
2.1.2 Gecgrafis
2.1.3 Keadaan Sosial
2.1.4 Keadaan Ekonomi

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
2.2.3 Struktur Organisasi BPD
2.2.4 Struktur Organisasi LKMD
2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
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1.1. LATAR BELAKANG

Desa,

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vang

berwenang untuk mengatur dan mengurus drusan pemenntahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Megara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Pengaturan dalam Undang-Undang MNomor € Tahun 2014

tentang Desa yaitu:

-

Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Memberikan kejeiasan status dan kepastian bukum atas Desa dalam
sistemn ketatanegaraan Republik Indonesia dem: mewujudkan keadilan
bagi seluruh rakyat indonesia,

Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif,
terbuka, serta bertanggung jawab;

Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial
sebagai bagian dari ketahanan nasicnal,

Memajukan perekonomian masyarakat Desa serfa mengatasi
kesenjangan pembangunan nasicnal; dan

Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa adalah:

-

P

Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara iokal untuk kepentingan masyarakat

Desa;




+  Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai
yang beraku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan
sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

» Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa
dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Deasa;

»  Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk
membangun Desa;

»  Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian
dan satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;

»  Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak
yang berkepentingan;

»  Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu
sistemn pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan
persetujuan masyarakat Desa serla keluhuran harkat dan martabat
manusia sebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan
dijamin,

»  Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan daiam rangka
memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri,

»  Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

»  Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kegudukan dan peran;

»  Pemberdayaan, vaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan
yang sesuai dengan esensi masalah dan priontas kebutuhan masyarakat
Desa; dan

~  Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinast,
terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan
melaksanakan program pembangunan Desa.

QOleh karana itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan
yang matang dalam penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan
berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di
desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
{RPJMDesa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa RencanaKera
Pemerintah Desa {RKPDesa) untuk 1 (satu) tahun. Bak RPJM Desa maupun
RKPDesa memadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang
semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki
posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, #Pembinaan Kemasyarakatan Desa,
Pemberdayaan Masyarakat Desa maupuan Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa.

1. 2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 18950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lL.embaran Negara
Republik tndonaesia Nomor 7, Taembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemenntahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Muiai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nemor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
divbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pefaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor §321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali



10.

11.

12.

13.

14

18

16.

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintan Momor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemernntah Nomar 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomar
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomar 2091}

Pearaturan Menteri Dalam Neger Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemitiban Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sabagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 83 Tahun 2815
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1097},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang lLaporan
Kepala Desa {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Paraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengeiolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, POT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa,;



17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Normor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentangPrioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023:

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-
2026;

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
RPJM DesaTahun 2023-2029 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan
arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi
Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa yang berkesinambungan dan
mengarah pada pencapaian SDG's selama pericde tersebut.
Adapun tujuan penyusunan dokumen RP.JM Desa Tahun 2023-2029 adalah:

~ Menetapkan vist, misi, dan arah kebijjakan pembangunan Desa
Tahun 2023-2029;

-~ . Menjadi pedoman datam penyusunan RKPDesa dan APBDesa:
dan

- Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan
terpadu antara perencanaan perbangunan Nasional, Provinsi.
Kabupaten dan Desa.




BAB I

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Kondisi Geografis

Desa Karangawen masuk wilayah Kecamatan Karangawen dengan luas
wilayah Desa Karangawen 546.540 hektar. Kepadatan penduduk berdasarkan
SDG'S tahun 2022 sudah mencapai 6.745 lebih jiwa pendugduk tetap. Namun
dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya
alam yang berpotensi belum digali saat ini. letak geografis Desa Karangawen
berada di wilayah selatan Kabupaten Demak.

Desa Karangawen terdiri dari 3 Dusun, 14 RW dan 36 RT. Qrbitasi dan
waktu tempub dari ibukota kecamatan 1 km dengan waktu tempuh 5 menit dan
dari ibukota kabupaten 20 km dangan waktu tempuh 80 menit.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Karangawen Kecamatan
Karangawen sebagai berikut :

- Sebelah Utara :  [Desa Bumirejo

- Sebelah Timur . Desa Brambang dan Desa Rejosari

- Sebelah Selatan . Desa Teluk dan Desa Tlogorejo

- Sebelah Barat . Desa Kuripan dan Desa Kali Tengah Kecamatan
Mranggen

2.1.2 Gambaran Umum Demografis

Desa Karangawen adalah salah satu desa di Kecamatan Karangawen dengan
jumlah penduduk Desa Karangawen tahun 2022 berdasarkan pendataan SDG’S
sebanyak €.745 Jiwa yang terdin dari 3.412 laki-laki dan 3.333 perempuan
dengan jumiah Kepala Keluarga 2.128 {KK). Sedangkan jumlah Keluarga Miskin
(Gakin) 751 KK dengan persentase 35 4 % dari jumlah kelugrga yang ada di Desa
Karangawen.

» Mata Pencaharian
Mata pencaharan penduduk Desa Karangawen Kecamatan Karangawen

terdiri dari :

- Petani 2 1.514 Jiwa
- Buruh Tani .67 Jiwa

- Pedagang : 95 Jiwa

- PNS : 37 Jwa

- TNI/Pairi 124 Jwa

- Karyawan Swasta :1.959 Jiwa
- Wiraswasta - 6687 Jiwa

» Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Karangawen Kecamatan
Karangawen meliputi :
- Taman Kanak-kanak/FPAUD . 4 buah
- Sekolah Dasar (SDYMI - 3 buah



- SLTP/MTs : 2 buah
- SLTA/SMK/MA 1 buah

» Sarana Kesehatan
Sarana kesehatan yang ada di Desa Karangawen Kecamatan Karangawen

meliputi :

- Puskesmas * - buah

- Puskesmas Pembaniu ' - buah

- Polindes .1 buah
- Balai Pengobatar/Klinik . - buah

- Dokter Umum > - grang
- Posyandu Batita : 5 buah
- Posyandu Lansia ' 1 buah
- Pos KB Desa 1 buah
- Pos Ibu Hamil . 1 buah
- Bidan . 2 orang
- Petugas Gizi Kelifing > - orang
- Dukun Bayi teriatih .- orang

» Sarana dan Prasarana Ekonomi

- Bank . -~ buah

- Koperasi Unit Dasa ' - buah

- Pasar Desa . - buah

- BUMDES - 1 buah
- Industri Rumah Tangga . 7 buzh
- Perusahaan Kecil . - buah

- Perusahaan Sedang . 4 buah

- Perusahaan Besar 3 buah

- SPBU . 1 buah

2.1.3 Kondisi Ekonami
A. Potensi Unggulan Desa

Pengembangan Potensi Unggulan Desa Karangawen Kecamatan
Karangawen yang perlu pengembangan dan sudah dilaksanakan yaitu
» Pengembangan Budidaya lele dan sapi
~ Pengembangan bumdes (pondok makan dan wanaha rekreasi)

B. Pertumbuhan Exonomi / PDRB

Tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Karangawen Kecamatan
Karangawen sudah sedikit meningkat di banding tahun sebelumnya, hal
tersebut terlihat dan daya beli masyarakat dan terkurangnya KK miskin
menurut indikator Badan Pusat Statistik {BPS).

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

Z2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Karangawen Terdiri Dari 3 Dusun Yaitu Dusun Ngiri, Dusun Waruk Dan
Dusun Karangawen. Dusun Ngin Memiliki 4 Rw Dan 11 Rt, Dusun Waruk Memiliki 3
Rw Dan 9 Rt Dan Dusun Karangawen Memilki 7 Rw Dan 18 Rt Total Desa



2.2.4 Strukiur Organisasi LPMDALKMD

' SUNARDI KETUALKMD
IAFIFUDIN ALl MUSTAJAB LKMD
T TITIK | TITIK HARMOND LKMD
NGADIMIN ] LKMD
RIDWAN LKMD
SADIRUN : LKMD |
| NUR KHOLIS' ~ LKMD
MUSTA'IN - LKMD
SUPARNO __ | LKMD
(SARWONO LKMD 5
2.2.5 Struktur Pengurus Tim Penggerak PKK
NAMA, JABATAN
ISTAROH KETUA
| DWI UTAMI PERMATASARI | WAKILKETUA1 |
. SITI AISYAH | WaKIL KETUA 2
- SUCI RAHAYU | SEKRETARIS 1
SUCI FITRIYANA SEKRETARIS 2
* NUR WIJAYANTI | " BENDAHARA
| MUNANDIROH KETUA POKJA 1
SUCI NINGSIH ANGGOTA POKJA 1
RIWAYATI ANGGOTA POKJA 1
| SUNARTI KETUAPOKIAZ |
MARYATI " ANGGOTA POKJAZ |

| SRI WAHYU NINGSIH - ANGGOTA POKJA?Z |
- i e e




-

-

Beium Optimainya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Alat tulis
kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran,
pakaian dinasfatribut, iistriktelpon, dan lain-lain).

Beium Optimalnya Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa
Rapat-rapat (Afat tulis kantor, makan-minum), perlengkapan perkantoran,
Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/eipon, dan lain-lain),

Belum Optimalnya Kinerja Rukun Tetangga/Rukun Warga.

2. Sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa

» BelumOptimalnyaPenyediaansarana({asettetap)perkantoran/pemerintahan.

» Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.

» Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Dasa.

» Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil. Statistik, Dan

Kearsipan

» Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
(Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Pegawai, Akta Kelahiran, Kartu
Keluarga, dan lain-lain}.

» Belum QOptimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan
Desa.

» Belum Qptimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil
tingkat Desa.

» Belum Optimalnya Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk
Miskin.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, Dan

Pelaporan

~ Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa/Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Musyawarah
Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain, bersifat reguler).

Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
(Musyawarah Dusun, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-
reguter sesual kebutuhan Cesa).

Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa {Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa/Rencana Kerja Perangkat
Desa dan lain-lain).

Belum Optimainya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Anggaran
Pendapatan dan Beianja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



Perubahan/ LPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaa, dan seluruh
gdokumen terkait).
» Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa {Perdes/Perkades, dan
lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan).
# Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa
jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada
masyarakat).
» Belum ada Pengembangan Sistemn Informasi Desa.
» Belum optimainya Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian
Perangkat Desa.
5. Sub Bidang Pertanahan
~ Belum optimalnya Administrasi Pajak Bumi ¢an Bangunan {PBB).
» Belum optimalnya Pengelolaan Tanah kas Desa.
= Belum optimalnya pengelolaanTanah Bengkok. i

3.1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan hasi! proses penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2029
maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pelaksanaan Pembangunan
sebagai berikut :
a. Sub Bidang pengidikan

» Belum optimainya pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
FPendidikan Anak Usia DinifTaman Kanak-Kanak/Taman Penitipan
Anak/Taman Kanak-KanakA/Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Non-
Formal Milik Cesa;

» Belum optimalnya Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana
Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik
Desa;

» Belum optimalnya Pengelolaan Perpustakaan Miik {esa (Pengadaan
Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa);

b. Sub Bidang kesehatan, terdiri dari jenis Kegiatan:

r Belum optimalnya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik
Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desas;
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan
seterusnya)

~ Belum optimalnya Pengadaan/ pembangunan!/ pengembangan/

pemeliharaan sarana prasarana mobil/ kapal motor untuk ambulance Desa;




-

Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/
pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti
rehabilitasi penyandang disabilitas;

¢. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari jenis Kegiatan:

-~
-~

-

Belum optimalnya Pemeliharaan jalan Desa;

Belum optimalnya Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
Belum optimalnya Pemeliharaan jalan usaha tani;

Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ Saluran Irigasi
Dan Dam Parit Untuk Pertanian :

Belum optimainya Pemeliharaan Oan Pembangunan prasarana jalan Desa
(goreng-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan /pengerasan
jatan Desa ;

Belum optimalnya Pembangunan/ rehailitasi’ peningkatan/ pengerasan
jalan lingkungan permukiman/ gang:;

Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitasi¥ peningkatan/ pengerasan
jalan usaha tani ;

Belum optimalnya Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana
Badan Usaha Milik Desa/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;

d. Sub Bidang Kawasan permukiman, terdiri dari jenis Kegiatan:

-

Belum optimalnya Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ Rehab
Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin {pemetaan, validasi, dan lain-
lain},

Belum optimainya Pembangunan/rehabilitasifpeningkatan sumber air
bersih milik Desa {mata airftandon penampungan air hujan/sumur bor, dan
lain-lain),

Belum cptimalnya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air
bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain},

Belum optimalnya Pembangunan/renabilitasi/peningkatan  sanitasi
permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain, diluar prasarana
jalan);

Belum optimalnya Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan fasilitas jamban

umum{MCK umum, dan lain-lain;

€. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terdiri dari jenis Kegiatan:

-

-

Belum optimalnya Pengelolaan lingkungan higup Desa;

Belum optimalnya Pelatihan/sosialisasifpenyulunan/penyadaran tentang
lingkungan hidup dan kehutanan,

Belum optimalnya Penghijauan/pelestanan lingkungan hidup;

Belum optimalnya Penyediaan Kebun Bibit Desa { KBD )



~ Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan Taman Desa;

» Belum optimainya Perawatan air bawah tanah/ perlindungan mata air/kclam
untuk mata air;

f. Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, terdiri dari jenis

Kegiatan:

» Beium optimainya Penyelenggaraan informasi publik Desa (misat :
pembuatan poster/baling informasi penetapan/Laporan
Pertangungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk warga
dan lain-lain);

» Belum optimainya Pengelolaan dan pembuatan jaringanfinstalasi
komunikasi dan informasi lokal Desa;

» Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/
pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desafwebsite Desalperalatan
pengeras suara (foudspesker)! telepon umum/ radio Single Side Band
(558) .

9. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral, terdiri dari jenis Kegiatan:

» Belum optimalnya Pengadaan/pembangunan/pengembangan/
pemeliharaan sarana dan prasarana energifsumbear daya alamy pembangkit
listrik tenaga mikrchidro/pembangkit listrik tenaga diesel/ pembangkit listrik
tenaga matabari/pemeliharaan instalasi biogasfjaringan distnbusi tenaga
listrik,;

»~ Belum optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat
Gung;

» Belum optimalnya Pengadaanfpemanfaatan/pemelinaraan penggilingan
padi/peraut kelap/ penepung bij-bijian/pancacah pakan terna/sangraif
pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa airfiraktor mini, dan

» Belum optimainya Pembangunan/pangadaan instalasi bicgas/mesin pakan
ternak/kandang termak™*.

n. Sul Bidang Pariwisata Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

»~ Belum optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata mikk
Desa;

» Belum optimainya Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan
prasarana pariwisata milik Desa;

» Belum optimalnya pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan

» Belum optimalnya pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/
pemetiharaan sarana dan prasarana desa wisata/ pondok wisatal
panggung hiburan/ kios cenderamata/ kios warung makan/ wahana
permainan anak/ wahana penginapan/ angkutan wisata.



3.1.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Berdasarkan basil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2022-2028,

meka dapat dirumuskan prioritas masaiah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

sebagai herikut :

1. Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat terdiri dari

jenis Kegiatan:

~ Belum optimainya Pengadaan/penyelanggaraan pos keamanan Desa

{pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan
lain-lain):

Belum optimalnya Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga
keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);

Belum cptimalnya Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan
pelindungan masyarakat (dengan masyarakatfinstansi pemerintah daerah,
dan lain-lain) skala lokal Desa:

Belum optimalnya Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala ioka!
Desa;

b. Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan terdiri dari jenis Kegiatan -

~

Belum optimalnya Penyelenggaraan festival kesenian, adattkebudayaan,
dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan
iain-lain) tingkat Desa;

Belum optimalnya Penyiapan data kependudukan yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga
miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian,

c. Sub Bidang kepemudaan dan clah raga terdiri dari jenis Kegiatan:

”

-

Belum optimalnya Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan,
penyadaraan wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;

Belum optimainya Penyelenggaraan festivallomba kepemudaan dan olah
raga tingkat Desa

Belum optimalnya Fasilitasi pembinaan arganisasi dan kegiatan pemuda
Desa; dan

Belum optimalnya Pengadaan faislitas dan sarpras olahraga

d. Sub Bidang kelembagaan masyarakat terdiri dari jenis Kegiatan:

1.

Belum optimainya Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat
Desa/tembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa/lembaga Perencanaan Pembagunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;



3.1.4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Berdasarkan hasil proses penyusunan RPJMDesa Desa 2023-2029,
maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat
sebagai benkut ;
a. Sub Bidang pertanian dan peternakan, terdiri dan jenis Kegiatan

» Beium optimainya Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi
dan pengolaban pertanian, penggilingan padifjagung, dan lain-lain)
peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan):

» Belum optimalnya Peningkatan produksi peternakan (akat produksi dan
pengolahan peternakan, kandang dan tain-fain);

-  Belum optimalnya Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk
partanian/peternakan;

»  Belum optimalnya Pengelolaan jaringan irigasi/Produksi Pertanian/produksi
usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat
Desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha
pertanian tingkat Desa;

» Belum optimalnya Pelatihan kelompok tani

b. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, terdiri dari jenis Kegiatan:

» Belum optimalnya Peilatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan
Permusyawaratan Desa:

-~ Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas i embaga Kemasyarakat Desa/
kader pemberdayaan masyarakat Desa‘kader kesehatan masyarakat
Desa;

» Belum optimalnya Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala
Deasa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

~» Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat
tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan
Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/ Peningkatan Kualitas
Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat
kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat;

~» Belum optimalnya Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan
rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/
pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desafdata
Desafpeta aset Desa;

¢. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perindungan anak dan keluarga, terdiri
dan jenis Kegiatan :

» Belum optimalnya Pelatihan dan penguatan penyandang difabel
(penyandang disabilitas);




» Belum optimainya Pemberdayaan posyandu, Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga Balitafpembentukan dan fasiiitasi
kelompok perlindungan anak Desa/pembentukan dan fasilitasi forum anak
desa,

~ Belum optimainya Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan
pelaksanaan pengarusutamaan gender/perlindungan korban kekerasan
berbasis gender dan anak di desa/peningkatan kapasitas kelompok
pemerhati dan perlindungan anak/pengeiolaan pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga;

» Belum optimalnya Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah
penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, Human
Immunodeficiency Virus/Acquired  immunodeficiency  syndrome,
tuberkulosis, hipertensi, diabetes melfitus dan gangguan jiwa/ hak-hak
anak, ketrampilan pengasuhan anak dan periindungan Anak/ pengelolaan
baiat pengobatan Desa dan persalinan/ perawatan kesehatan danfatau
pendampingan untuk tbu hamil, nifas dan menyusui;

» Belum optimalnya Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan
sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekoiah/pengobatan
untuk lansiafkeluarga berencana/pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi
penyandang disabilitas;

d. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, terdiri dari jenis

Kegiatan :

» Belum optimalnya Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan

fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Mocdal terdini dari jenis Kegiatan

» Belum optimalnya Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(pelatihan yang dilaksanakan oieh Desa);

» Belum optimalnya Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan
Usaha Milk Desa Bersama/penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa
danfatau Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan
Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milkk Desa Bersama/pangelolaan
pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milk Oesa dan usaha
ekonomi lainnya tingkat Desa/Pengembangan usaha Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milk Desa Bersama/Pangelolaan Pemasaran Hasil
Badan Usaha Milik Desa gdan usaha ekonomi lainnya,

3.1.5. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat
dan Mendesak Desa

1. Penanganan Banjir




Desa Karangawen terutama wilayah yang berdekatan dengan sungai
memiliki masalah banjir setiap tahun yang diakibatkan meluapnya sungai dan jebolnya
tanggul sungai. Dengan demikian penanganan yang dilakukan vaitu. Normalisasi
sungan, pembuatan tanggul dengan beton (pengerasan), pembuatan drainase
diperkampungan yang belum memiliki drainase dan perawatan drainase.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. VISI DAN MiSI
4.1.1 VISI

Visi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan atau wawasan ke
depan. Visi pembangunan dalam RPJMDesa Tahun 2023-2029 merupakan visi Kepala
Desa yang disampaikan pada saat proses pemilibhan Kepala Dasa. Visi yang telah
ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut;

"Terwujudnya Masyarakat Desa Karangawen Yang Berkakhlakul Karimah, Aman,
Sehat, Cerdas, Berdaya Saing, Berbudaya, Mahir Dalam ITE Dan Digitalisasi
Untuk Menuju Desa Karangawen Yang Lebih Maju Dan Bermartabat “Bersama
Kita Bisa”

Dalam menterjemahkan vist tersebut dilakukan melalui penjelasan pokok-pokok
visi yang ada didalamnya, dimana terdapat beberapa Misi yaitu:

4.1.2 MISI

~ Mewujudkan Dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik, Dengan Melaksanakan Pelayananprima, Jujur,
Terbuka, Dan Akiuntabel;

» Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Toleran Saling Menghormati
Dalam Kehidupan Beragama, Beradap, Seni Dan Budaya Sehingga Akan
Tercipta Individu-Individu Yang Berakhlakul Karimah Dan Peradapan
Yang Luhur;

» Meningkatkan Dan Mengembangkan Dunia Dunia Pendidikan Baik
Melalui Dari Anak Didik, Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Serta
Sarana Dan Prasarana;

» Meningkatkan HKesehatan, WKebersihan Serta Melalui Pelayanan
Kesehatan Bagi Anak-Anak Balita, Bumil, Lansia, Pos Remaja, Dan
Program Stunting Sejak Dini Memasuki Pernikahan Bagi Remaja Putri
Khususnya;

» Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Dilingkungan Desa Karangawen;

» Bidang Pemuda Dan Olahraga Yang Telah Tersedia Sarana-Prasaranan
Lapangan Olahraga Guna Meningkatkan Prestasi, Memasyarakatkan
QOlahraga Dan Mengolahragakan Masyarakat Agar Tetap Sehat Jasmani
Dan Rohani, Direncanakan Pembangunan Gedung Serba Guna;

» Mengoptimalkan Pendapatan Masyarakat Desa Melalui Bidang
Pertanian, Usaha Madiri, Dengan Mengintesifkan Peiatihan Dan
Pembinaan Bagi Pengurus Kelompok Tani Dan Darma Tirta Serta



Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sebagai Penunjang Kelancaran
Kebutuhan Air;
= Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan
Badan Usaha Milik Desa {Bumdes) Dan BUMDESMA Sebagai
Pendapatan Asli Desa ( PADes) Dan Mengurangi Angka Pengangguran;
» Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Fisik Sebagai Fungsi Ekonomi Dan
Transportasi Sehingga Akan Lebih Efisien Biaya.

4.2, Kebijakan Pembangunan
4.2 1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Kebijakan pembangunan menipakan pedoman datam melaksanakan program dan
kegiatan pembangunan Desa selama peniode Tahun 2023 — 2029,
Arah Kebijakan Pembangunan vyang akan dilaksanakan difokuskan untuk
upaya pencapaian SDGs Desa, antara lain ;
» Desa tanpa kemiskinan;
» [esa tanpa kelaparan;
» Desa sehat dan sejahtera;
» Pendidikan Desa berkualitas:
= Keterlibatan perempuan Desa;
» Desa layak air bersih dan sanitasi;
» Desa berenergi bersih dan terbarukan;
» Pertumbuhan ekonomi Dasa merata;
» Infrastruktur dan inovasi Desa sesual kebutuhan;
» Desa tanpa kesenjangan;
» Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman,
» Konsumsi dan preduksi Desa sadar lingkungan;
» Desa tanggap perubahan iklim;
» Desa peduli lingkungan laut;
» Desa peduli lingkungan darat;
» Desa damai berkeadilan;
» Kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan

» Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

4.2.2 Program Prioritas Fembangunan Desa

~ Penanggulangan Stunting

» Pembentukan Desa Wisata

» BUM Des berstatus Mandiri

» Sertifikasi Tanah Kas Desa

~ Sertifikasi Tanah Penduduk

» Pengelolaan Sampah melalui TPS 3R




~ Pembangunan sarana dan prasaran pertanian
» Pembangunan kolam renang anak-anak dan dewasa standar nasional

4.2.3 Stratagi Pencapaian

Strategi yang akan kami lakukan agar visi misi kami tercapai antara lan :

1. Strategi
Program Desa Karangawen dilaksanakan dengan mengacu pada strategi
— strateg yang di susun berdasarkan kondisi social ekonomi Masyarakat.

2. Megembangkan BUMDes dengan berbagai macam sub usaha yaitu
» Rumah makan,

» Kolam renang anak-anak dan dewasa standar nasional dan wahana
rekreasi;
» Pengembangan air konsumsi.
3. Menetapkan Desa Karangawen sebagai Desa yang lebih maju dengan
membangun desa dengan kebersamaan antar Masyarakat yaitu dengan
cara focus atas pengembangan ekonomi di sektor pertanian dan usaha
mikro yang memiliki keungguian komparatif dan di andalkan untuk dapat
bersaing dengan daerah lainnya untuk meningkatkan pendapatan
Masyarakat.
4. Menyusun Langkah - Langkah operasional Pembangunan Desa
~ Orientasi pengembangan yang di arahkan pada peningkatan ekonomi
Masyarakat

» Peningkatan kualitas SDM melalu Pendidikan

~ Peningkatan peran Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat

~ Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui paduli Kesehatan

» Meiestankan kehidupan social Masyarakat yang berdasarkan nilai —
nilai religi.

5. Menetapkan prioritas pengembangan Desa
» Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
» Pembangunan sarana dan prasarana umum

~ Pembangunan fasilitas penunjang Pembangunan akonomi.



BAB V
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama
kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan
yang sifatnya daruratdan tidak bisa di tunda, karena tidak tercantum pada
rencana program maka swadaya Masyarakat sangat di perlukan berupa
tenaga gotong royong maupun material yang bisa di ambil dari local Desa.

Karena program ini hanya berjangka 6 (enam) tahun maka untuk
menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah
pada masa jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang
sifatnya hanya sekunder dan tidak banyak membutuhkan biaya dalam
jumlah yang besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program
tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasaranayang ada, selain itu
penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum
terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes tahun — tahun
berikutnya sehingga program Pembangunan tersebut bisa terus
berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih
berganti.

Demikian program — program yang kami rencanakan , Semoga
Allah SWT memberikan ridho sehinggaa semua program dapat terealisasi
sesuai dengan yang di rencanakan.

Ditetapkan di : Karangawen
Pada Tanggal . 26 Januari 2024




PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGAWEN
Alamat : JI. SEMARANG- PURWODADI KM 20

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

Nomor : 140/ TAHUN 2024
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJM Desa )

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2023 - 2029

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGAWEN

4.

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Bupati Demak Mo
72 Tahun 2016 tentang Pelunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa RPJM Desa
ditetapkan calam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan Kepala Desa:

Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Permendesa PDTT No 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Femberdayaan
Masyarakat Desa pasal 25 huruf b disebutkan bahwa arah kebijakan
perencanaan pembangunan desa difokuskan pada upaya
pencapaian SDGs Desa

bahwa untuk memberikan kajelasan arah pembangunar yang ingin
dicapai dipedukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan rencana progreem
dan/atau  kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,
pelaksanaan pernbangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian
SDGs Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hburuf a, huruf b, dan huruf ¢ perdu menetapkan Peraturan Desa
tentany Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2023-2028;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentikan
Daerah-daerah Kabupaten Datam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Megara
Repubiik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dagrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lermbaran Megara Republik Indonesia Nomor 5657
sebagaimana telah diubah beberapa kaii, terakhir dengan lUndang-
Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2045 Nomor
28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-gaersh Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan



10.

1.

12.

13

14,

15.

18.

17.

18.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerntah MNomor 11 Tahun 201% tentang Perubahan Medua
Peraturan Pemerintah Nemor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Peiaksanaan Unrdang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
{lLermbaran Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §321);
Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembaran Megara Republik Indonesia TahunZ014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonssia Nomor 5558)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemernntah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor &0 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembar Nepara Republik [ndonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 fentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berta Negars Republik
Indonesta Tahun 2014 Normor 20913,

Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilinan Kepala Desa;

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094):

Peratyran Menteri Dalam Negerd Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangka! Desa {(Berita Negara
Republik Indonesig Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah
divbah dengan Peraturan Menter Dalam Neger Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Feraturan Menteri Dalam Negen
Momor 83 Tabun 2015 tentang Pangangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa ;

Peraturan Menten Dalam Megeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik indenesia Tahun 2016 Momor 8);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1097);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tabun 2016 tentang
Laporan Kepafa Desa (Banta Negara Republik Indonasia Tahun 2016
MNornor 1099,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelclasn Keuangan Desa (Berita Negara Republik ndonesia
Tahun 2018 Nomor §11):

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa:

Peraturan Menteri Cesa. PDT dan Transmigrasi Momor 18 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa;

Feraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2022 tentangPriaritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2021-2026;

20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.

MEMUTUSKAN :
Kesatu - MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023 — 2029 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA,
Kedua : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2023 - 2029 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA;

Keliga : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Desa Karangawen
Pada tanggal 22 januari 2024




B CARA KESEPAKATAN KEP D D

NOMOE: .o BIE) - ains ftahun 2024
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGAWEN
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2023-2029

Pada han ini senin tanggal dua puluh dua bulan januari Tahun Dua Ribu

Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Purhadi : Kepala Desa Karangawen dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemernntah Desa
Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Sriyanto : Ketua / Wakil Ketua / Anggola BFD Desa

Karangawendalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Karangawen selanjutnya disebut PIHAK
KEDLUA

Menyatakan bahwa :

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2023-2029 yang
telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik__ penyesuaian dan
perubahan RPJM Desa 2023-2029 sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa
2023-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
catatan yang terdampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja
setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Karangawen untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya & (enam) hari kerja selelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kudua belah pihak dalam
rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sabagairn na-mestinya.

PIHAK PERTAMA / PIHARKEDUA



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RP.JM Desa 2023-2029

Pada hari ini senin tanggal dua puluh dua Bulan januar Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,
bertempat di Desa Karangawen. Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak dengan
dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Penmusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat
Deza, LPMD, RT. RW serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokch Pemuda, Karang
Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan RPJM Desa
Karangawen 2023 - 2028

Daiam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakali RPJM Desa 2023-2029 dengan rincian sebagai berikut

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
a.
b.
€.
d.dst

il. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a
b.
.
d. dst

lll. Bidang Fembinaan Kemasyarakalan
a.

k.
43
d. dst

{¥. Bidang Pemberdayaan Masvarakat
a.
k.
c.
d. dst

V. Bidang Bidang Penangqgulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
a
b
c



B. Menyepakati RPJM Desa 2023-2029 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
RFJM Desa 2023-2029 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan

Berikut
1.

3.D0st ... ...

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA {BPD)
DEGA KARANGAWEN.

“NO|  NAMA JABATAN TTD
: i I e s L M _

1. | Srivanto, S.Pd. M Pd. . Ketua
2. | Hamo Wakil Ketua N
| 3. | Mahfudhi, S.Pd. SKom. ' Sekretaris [a /H( B

4. | Anwar Anggota ) ) 4, 7%/; s
| 5. | Suradi Anggota 5. 7‘{& /

- .. . . 1 P -

| 6. | Evi Prihatanti, SE. Anggota . 6 ﬁwﬁ g
~ 7. | Ahmad Roknim Anggota a

8. | Mustofa Anggota

9. ; Rustineh, AMd. Kom. | Anggota

|




DAFTAR HADIR PEMBAHASAN RPJM Desa 2023-2029

Harif Tanggal
Jam
Tempat

NO MAMA, JABATAM TANDA TANGAN

8 | S~ ~po n‘za
o | Tl Paihatonts |
10, ‘P.uﬂ—imh
11. LEAD!

12,

13

14,

15.

16.

17.

18

14.

20,

29,

22.

23.

24




36,

aV.

38.
39,
40.
41.
42
.43_
44

45

47.
48
45,

50

I
[

BPD Desa Karangawan
kretans.




BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penvusunan RPJM Desa Tahun 2023-202%, di Desa
Karangawen Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Provinsi Jawa
Tengah, Desa Karangawen , maka pada :

Hari dan Tanggal sJumat, 19 Januari 2024
Jam 20,00 Wib
Tempat : Balaidesa Karangawen

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan wilavah Desa vang dihadiri
oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh
masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum
dalam daftar hadir. Agenda kegiatan vang dilakukan didalam proses
pengkajian Desa tersebut adalah:

Pengkajian potenisi dan masalah berdasarkan sketsa desa
Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya manusia

il

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Desa Karangawen, 19 Januan 2024
Mengetahwl, Penyusun RPJM Desa

KEPALADIEBA KARANGAWEN Ketua Tim

! DuRnADL S Sor



DAFTAR SUMBER DAYA MANLUSIA

Desa ! Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kahupaten : Demak

Provinsi ' Jawa Tengah
URAIAN JUMLAHM | SATUAN | KETERANGAN
{ Kepala Keluarga ’ 2366 | KK ' i
Jumlah Penduduk Lak- laki 3585 orang _
Jumiah Penduduk Perempuan [T asae “dn:ang i O
Jumlah Kepaia Kaluarga Miskin 100 KK | B
" Jurniah Kﬂpala Keluarga Perer'npuan 353 . KK o
Jumiah fbu Harnil 46  Omng |
Aurnlah Balita Terindikasi Stunting : § N “r:!rang '
Jumish Penduduk Usia P_(arja 0 3848 _o_rang o '
Jurnlah Angkﬁﬁn Kearja Manganggdr i 136 orang O
, Jumlah Anak <12 bulan o 105 . urang ]
Jumlah Kepaia Kaluarga RT 01 RW O . 84 KK ) -
Jumlah Kepala Keluarga RT 02 RW 01 . 78 KK i
Jumiah Kepala Keluarga RT 03 RW 01 a2 KK T
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 02 83 KK -
Jumigh Kepala Keluarga RT02 RWDZ | 79 KK
Jumlah Kepala Keiuarga RT 03 RW 02 8 KK ) T
Jumiah Kepala Keluarga RT (1 RWU3 . &0 ' KK -
_ Jumiah Kepala Keluarga AT 02 RW 03 a0 KK N
 Jumiah Kepala Keluarga RT 01 RW 04 55 0 KK h
Jumlah Kepala Keluargs RT 02 RV 04 i hg KK |
Jumiah Kepala Keluarga RT 03 RW 04 82 | Kk
Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 05 67 KK i
Jumiah Kepala Keiuarga RTO2 RW 05 | 42 ' KK ) T
 Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 06 64 1 KK
_Jumiah Kepala keluarga RT 02 RW 06 58 f Kk a
 Jumiah Kepala Keluarga RT 03 RW 06 S
Jumiah Kepala Keluarga RT 04 RW 06 L B KK
Jumiah Kepala Keluargs RTO1RWO7 52 | KK
Jumiah Kepala Keluarga RT 02 RW 07 ag KK -
Jumlah Kepala Keluarga RT 03 RW 07 X KK T
| jumiah Kepaia Keluarga RT 01 RW08 102 KK
- Jumlah Kepala Keiuarga RT 02 RW 08 T KK
-}_Jumiaii' Kepala Keluarga RT 01RWOS 62 KK ) )
' Jurntah Kepala Keluarga RT 02 RW 09 ; 79 | KK L
| Jumlah Kepala Keluarga RT 01 RW 10 102 . 1.4
Jumiah Kepala Keluzrga RT 02 RW 10 R KK
Jumish Kepala Keluarga RT 01 RW 11_ B4 KK S
Jumiah Kepsla Keluarga RTO2 RW 11 |~ 781 KK,
Jumizh Kepala Keluarga RT 03 RW 11 36 KK
Jumiah Kepala Keluarga RT 01 RW 12 82 KK |
| Jumiah Kepala Keluarga RT 02 RW 12 59 KK ]
"Jumiah Kepala Kelusrga RTO1RW 13 | 71 KK ]
| Jumiah Kepals Keluarga RT 02 RW 13 R T ] ]
| Jumiah Kepala Keluarga RT 01 RW 14 . 64 KK, -
Jumiah Kepala Keluarga RT 02 RW 14 T B3 KK
Lulusan SOYMI T 2138 Pos
"Lulusan SMP! MTs 1289 | uma
Lulusan SMA/ MA L 1535 Unit L
Lulusan 51 __ B T i_ 115 grang : ) .




DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa - Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak

Provinsi : Jawa Tengah
NO URAIAN JUMLAH | SATUAN | KETERANGAN
1 | Aset Prasarana Umum ]

a Jaian Kondisi Baik 1967,5 Meter
b Jalan Kondisi Rusak 1500 Meter
¢ Jalan Usaha Tani 1331 Meter
d Jembatan 15 Unit
& Drainase 500 Meter
f  Embung =

| @ Gedung Olah Raga -
h Lapangan Bola 1 Uit
i Lapangan Voli 2 Unit
1

2 | Asel Prasarana Pendidikan
a Gedung PAUD

b Gedung TK

¢ Gedung TPQ 4

d Perpustakaan -

i

Asel Prasarana Kesehalan
a Posyandu

Polindes

MCK Komunal

Sarana air bersih

Bark Sampah

TPS 3R

le

UNIT
UNIT
UNIT

o s | - | Cn

= DO 0|

4 | Asel Prasarana Ekonomi
a Pasar Desa -
b Tempat Pelelangan lkan -

5 | Usaha Ekonomi Produldif

a2 Jumiah Kelompok Usaha
Jumiah Warung Makan
Jumiah Toko Kelontong
Jumlah Penggilingan Padi
Jumiah Jasa Persewaan

0o

(=

o ien (8w

6 | Permukiman Warga
a Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 30
b Jumiah Kirg Tidak Memiliki Jamban 10
c Jumilah Kirg Jamban Tidak Layak 15
d
a

Jumlah Kirg Bim Menyalur Listrik PLN 15
Jumlah Kirg Bim Mendapat Akses Air Bersih 10

Dst

Desa Karangawen, Januan 2024
Mengetahui, Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA KARANGAWEN Ketua Tim

Lot T I":"h.
L B "'L{_'\\\'.\

Yo
i

* N




DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

Desa : Karangawsn
Kecamaian : Karangawen
Kabupaten : Demak
Provinsi . Jawa Tengah
(NG| URAIAN _ TJUMLAH | SATUAN | KETERANGAN |
T 1 ! Jumiah pemeluk agama islam 7102 | orang - |
I 2 | Jumlah pemeluk ag;n{a Katolik T . orang |
L3 Jun-_ulai'u pemeluk agama Krié.i;sn Protestan "1? o orang T
T_Iumlah';;emeluk agan;m Hind'ﬁ_ ] _-nrang o ]
' 5 | Jumiah pemeluk agamaBudha | - | orang
G Jumtah-hemaluk agama Khanghu-éu - c:r..;n“g )
7 | Jumiah Masjid 4 buah
8 . :i.ﬁh'nlah Mushota o 36 buéh o
T Jumla-l;r Gereja' ) . buah ]
ITInﬁlah F'-l‘.)_l'ldﬂ' Pesantren 1 bua.l:l-
11 | Jumiah Panti Sosial o buah ]
12 | Jumlah Sanggér Sénj I buah B
Mengetahui, Desa Karangawen, Januan 2024

KEPALA DESA KARANGAWEN

Penyusun RPJM Desa
Ketu :




DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

Desa | warangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak
Provinsi : Jawa Tenpsh
P NO MASALAH ) POTENS! | KETERANGAN |
y | Belem  lerintegrasinya  data  edministrasi | - Anggaran :
Pemerintahan Desa - Aplikasi SID i
. Anggaran

2 | Aset Desa befum terinventarsir dangan baik : I
: | - Sipades

! _ " - Anggararn .___ﬂ‘i“ |
- Data C Desa betum lersrsipkan dengan baik

" - Aplikasi SID
- Tenaga kerja

4 Twdak dikelolanya sampah i permukiman
- Anggaran

5 - Tingkat busang air besar sembarangan masih - Kades kesehalan
ot - Taneh Desa umuok WG

i - Kades kesehatan

§ | Adanya balita lerindikasi sthvging

; - Anggaran
!__._ - —_— . 9 - -
; | Pasar Desa tidak ada sehingga kegialan ekongmi | * Tanah Dasa
harus ke Desa kiain - BN Das .
! 8 | Jalan pangubung anlar Desa belum memada ~ Tenaga kerjg '
i
i B . Penerangan Jalan antar Cesa belum memadai - Tenagz keija
E 4o ; Banyak nya pemuda Setengan penganggur di | BUM Des
Desa - Karangtaruna
12 | Dst l ; :

Desa Karangawen, Januar 2024
Mengetahui, Panyusun RPJM Desa

KEPALA D KARANGAWEN Ketua Tim




KALENDER MUSIM DESA

Desa : Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak

Provinsi . Jawa Tengah
Hujan Pancaroba Kemarau
Keadaan — =
Sept | Okt | Nov | Des | Jan | Feb = Mar | Apr | Juni | Juli | Ags
p&m&hﬂ.ﬂ "d - - - - -
Lahan |
Vegetalif Awal . . I e o . "
V\Egﬂﬁf Ak.h"r * % - | L] - -
Panen - * *
m - - - -l -
Penyakit DED * : - " | - *
|
Penyakit Diare : : * |
|
Penyakit v . "
Campak |
Kekurangan Air ‘ i Rl i
1 — l —

Desa Karangawen, Januarn 2024
Penyusun RPJM Desa
Ketua Tim




DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA

Desa - Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak

Prowvinsi . Jawa Tengah
| NO MASALAH PQTENS| . KETERANGAN .
4 | Musim hujan banyak masyarakal terserang -1 enaga medis
pemyakil - Kader kesehatan
i 5 | Debit air sungai meningkat berpoiensi tenag - Boteng-royang
bmpasan air pada tanggul sungai - Pak
3 | Musim bujan volume air peda drainase di - Sotang-royong '
permulamar lerjadi impasan - Biaya dan swadaya
- IPAS
4 | Musim kemarau berkurang air barsih
- Biaya dar swadaya

5 ' Dst

Desa Karangawen, Januar: 2024
Mengetahui, Penyusun RPJM Desa
Katua Tim




DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA

Desa : Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten - Demak
Provinsi . Jawa Tengah
NO LEMBAGA MASALAH ~ POTENSI
1 Pemenntahan Desa Kepala Desa & Perangkal Desa Belum - Lembaga
Mendapat Tunjangan
- Pengurus lengkap
2 Pemenniahan Desa Biaya operasional Pemerintahan desa masih - Lembaga
rendah
- Pengurus lengkap
3 BPD Anggota BPD belum ada lunjangan - Pangurus lengkap
| operasional BPD
- Tenaga potensial ada
4 RTIRW Belum ada biaya operasional RT/RW = Pengurus lengkap
- Tenaga potensial ada
5 PAUD Anak balita belum semua mendapatkan - Anak balita
pendidikan PAUD dan TK
- Lahan kosong
6 POSYANDU/ k - Gotong royong
POSKESDES Masyarakat desa msh menggunakan MCK
sambarangan, anak balita belum mendapatkan
gizi yg baik & anak masih kurang mendapatkan | - Bidan desa
imunisasi dasar
7 KUD & Kelompot Tani : ,
Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi dan
pemerimtah. Kurang sadamya petam untuk | - Lahan
merawat kebunnya
4 R Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan - Pengurus lengkap
L NANRN Pelaksanaan kagiatan posyandu belum semua
berjalan, gedung belum permanen Pelaksanaan |
kegiatan Karang Taruna belum semua PORGUIYS pOsandy
benalan
10 | Karang Taruna Pelaksanaan kegiatan Karang Taruna belum | - Pengurus karang
samua berjalan taruna
11| KPM
Pelaksanaan kegiafan KPM belum semua
beralan - Pengurus KPM
12 Hansip desa dan Linmas Pelaksanaan kegiatan Hansip dan Linmas belum | - Pengurus Hansip &
beralan Linmas
13 Dst
Desa Karangawen, Januan 2024

Penyusun RPJM Desa

Ketua Tim




PENGELOMPOKAN MASALAH DESA

Desa * Karangawen
Kecamatan | Karangawen
Kabupaten s Demak
Provinsi Jawa Tengah
NC | MASALAH PDTENSI : HETERANGAN -
1 Biaya operamcnal Pemerintaban oasa mash Lernha—;a ]
rancan - Pengurus lengkap
. o Anggota BPD belum ada luryangan - Pengurus langhap '
| operasonal BRD . Tanaga potensal ada
— . - P — |
4 | Balum tenntegrasinya data admimsiras: - Anggaran
i Pemarintahan Dasa - Aplikas SID
: - ) . Anggaran i o B
4  Asst Desa balum lennvamarsic dangan baik i :
. = Sipatas i
' - Anggaran .
5 DOsa C Dess belum terarsphan dengan bak _ '
- Aplikas SID
g | Anak banta beium semua mendapatkan - Anak balita |
penddikan PALD dan TK - Lahan kosong
i Poayandw Poskasdes anak balils belym - Gotong reyong
7 | mendapatkan gizi yg baik dan anak mawsh
kurang manﬂapatkan MurHsa s dasar - Bidar: desa
Palsksanaan Imgmtan pas'_.randu belum semua - : -
8 " benalan, gedung belum permansn o Pangurus pasyandu
- Kager kasehatan
S Adenya baira lenndkas stunting
: - AnQparan i
. ’ ——— - e - i
| Pollks.anaan hegumnn KFM belum  semua
v 10 baealan - Pangurus KPP
‘ 4y Tingket buang air besar sembargngan masih - Kadas kesshalan
| L - Tanah Desa untuk WC Komunal
12 Jalan pengubung antar Dess belum memadal - - Tenaga kadja
Jambatar: penguburyy antar Desa baelum . '
13 . - Tenaga kedja
14 Punurangan Jalan arar Dasa Dedum memado - Tanaga kenja : .
. - Tenaga hena :
i 15 | Tidak dikelpdanya sampah d pawroukl rman )
’ ‘ - AnQoaran :
- Pengurus lengka
' 16 | Belum ada aya operasonal RTIRW g nokap
I - Tenaga polenwal ada
17 Ko-glatan PKK desa belum semuanya ba-r]nlnn - Pengurus langkap
Palaksanaan kegatan Karang Taruna balum
18 amua benalan - Pengurus harang laruna
! Felahsanaan hegatan Hansp dan Linmas belum .
19 | berialan - Penguius Hansip & Liremas
A . —— - — -
" pg | Pasar Desa tidak ada sshungga kegiatan - Tanah Desa
SKoNOM harus ka Desg klain * . BUM Des
| KUD & #elompot Tam, Kelerbatasar slokes - :
21 pupuk bersubuc dan pemennlah. Korang - Pengurus !
| sadarTrya petan uniuk macawat saaahnys
" BUM Des -

o Barryak rrya pemuda sstengah penganggur di
Desa

(- Karanglanina - |



|23|¢v.1

Desa Karangawen, Januari 2024
Mengetahui, Penyusun RPJM Desa
KEPALA DESA KARANGAWEN Ketua Tim

o

Atttz




DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : Karangawen
Kecamatan : Karangawen
Kabupaten : Demak

Provinsi : Jawa Tengah
NO JENIS VOLUME | SATUAN KETERANGAN
1 | Luas Wilayah 4465 Ha
2 | Lahan Permukiman 122 Ha
3 | Lahan Sawah 1625 Ha
4 | Ladang/ Tegalan 161 Ha ]
5 | Lahan Indusutri e Ha
6 | Tanah Kas Desa _ Ha
7 | Perkantoran 0,25 Ha
8 | Sekolah | 075 Ha
9 | Masjid 4 Unit
10 | Posyandu 5 Pos
11 | Lapangan 2 Ha
12 | Sarana Olah Raga 2 Unit Lapangan Voli
13 | Padi 323 Ha 2 kali/ tahun
14 | Jagung 29 Ha
15 | Tembakau ' 140 Ha
16 | Palawija 19 Ha

Desa Karangawen, Januan 2024
Mengetahui, Penyusun RPJM Desa
Ketua Tim
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Menimbang :

Mengingat

.

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGAWEN
NOMOR : 144 /82 /172024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023 - 2029

KEPALA DESA KARANGAWEN,

Bahwa Pemeriniah Desa berkewajiban menyusun Rencans Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP Desal vang merupakan penjabaran deri RPJM Desa;,

Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
{RFJM Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui
Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa:

Rahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan
huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa {Tim Penyusun
RPJM Desa)

Undang-Undang Nomor '3 Tahun 19530 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara
Republik Indonesia Womor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintabhan Daerab
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun
2015 1entang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan [kerah [Lembaran Negaran Hepublik [Indonesia
Tauhun 2015 Nomor 58, Taumbuhan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomaor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang PPenetapan Mulai
Berlakunva Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang Pemmbentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi.Jawa Tengah;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 6 Tahun 2014 tentang Lesa
{l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik [Indonesia Nomor 5539 sebagaimana iclah
diubuh beberapa kali terakhir dengan Peraturan Permerintah Nomor L1
Tahun 2019 tentang Perubnhan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomotr 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Repuhblik Indoncsia
Nomor 6321},




10.

12

13

14

16.

17.

18.

19,

20.

Peraturan Memerintabh Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa vang
Hersumber dari Anggaran Pendapatan dan 3elanja Negara [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5358) sebagaimansa telah beherapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri 1dalam Negeri Nomor 111 Tehun 2004 tentang Pedoman
Teknis Peraturan Di Desa [Berita Negara Republik Indonesis Tahun 2014
Nomor 209 1);

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2{314 tentang Pemilihan
Kepala Desa {Berita Negaran Republik [ndonesia Tahun 2014 Nemor 2093)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nowmor
2054);

Peraturan Menteri Dalam  NWeged Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telabh diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteni Tlalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2013 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Krra Pemerintah Desa [BBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1097);

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 46 Tahun 20106 tlentang laporan
Kepala Desa (Herita Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 1099;
Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Kepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desy;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa [Benta Negara Kepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan [esa;

Pernturan Menteri Desa, ’DT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musvawarah Desy;

Prraturan Menteri Desa, Pernbangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayvaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menten [esa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Duna Desa tahun 2023,

Peraturan [aerah Kabupalen Demak Ne. 11 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten lNemak Tahun 2021
2026,

Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman
penyusunan RPJM (lesa dan RKPdesa.




Menetaphkan :

Kresaiu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

: Menetspkan Susunan Tim Penvusun Rencana Permmbangunan Jangka Menengah
Desa [RPIM Desa) Tahun 2423 - 2029 sebagai berikul :

Pembina

Ketua

Sekretan
5

Anggota
Anggota
Anggota
Anggols

Anggola

ANggota
Anggota

Anggola
Anggota

- 3

5, MUSTAIN
(]
7

© 1. PURHADI
2. AHIMAD FAUZI

-3, SUNARDI

SUGIONO

SUNARY()
SUCT FITRIYANA

: 8. ERLANGGA GEDE M.

1 9. NURAZIZAEI
1 10, KUNTARS()

11, SUMARTONO
12, AHDIAT EKO WIBOWO | Perwakilun Kelompok Masyarakat)

{ Kepala Desa )

{ Sekretaris [osn)

{ Ketua LPMD / yang ditunjuk oleh Ketua
Tim )

{ Perangkat [lesa)

i 1.PM1})

{ Perwakilan Kelompok Masvarakat]

| Organisasi atau Kelompok Perempuan |

{ Kelompok Tani} Nelayan/ Pemerhati
Lngkngn )

[ Kader Keschatan |

| KPMD |

{ Kelompok Pemuda/ Prwkln Ormas/ Pelajar)

: Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RIAJM Desa adalabh menyusun

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (REPJM Desa) tahun
2023 - 2029 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa [PKD) dan
Perumusan Visi Desa vang dilakukan secara partisipatif.

: Dalam melaksanakan tugasnva Tim Penvusun RPJM Desa mengacu  pada

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, { Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 7} peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
tahun 2054 tentang 13ana Desa vang bersumber darn Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Permendagn No.o 11172014 {entang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa, Permendagri No. 114720134  tentang Pedoman Pembangunan  Desa,
Permendes PIIT dan Trans No.1/ 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan
Trans No.2/2015 1entang Pedeman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Kepulusan Musyvawarah Desa, Permendes PDT dan Trans No. 2172020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Dess dan Pemberdavaan Masvarakat Desa, serta
Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan
EPJM Desa dan RKF Desa.

: Tim Penvusun RPIM Desa dalam melaksanakan tugasnys dibimbing dan dibantu

aparal pemerintah [Kecamatan dan alau Kabupaten), Pendamping Profesional
serta pihak lain yang berkompeten.

: Masa tugas Tim Penyusun KBPIM Desa terhitung sejak ditetapkannya Sural

Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa
tentang RPJUM Desa Tahun 20023 - 2329 oleh Kepala Desa.




Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di _: Karangawen




